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Sejumlah Proyek di Tolitoli Terlambat

TOLITOLI, MERCUSUAR- Sedikitnya tiga
proyek miliaran di wilayah Tolitoli pada tahun ini
mendapat teguran atau Shock Costs Meeting
(SCM) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Kabupaten Tolitoli.

Proyek-proyek tersebut ada-
lah pembangunan drainase di-
sekitar Jalin Magamu dengan ni-
lai pagu sekitar Rp1 Miliar, Jalan
Usman Binol Rp1,4 Miliar dan
Jalan Wahid Hasim Rp2 miliar.

“Proyek yang mendapat te-
guran itu masih sebatas SCM sa-
tudan dua. Alasan teguran dika-

renakan mengalami keterlamba-
tan dari batas kontrak pelaksa-
naan yang ditetapkan. Proyek-
proyek itu batas kontrak paling
lambat 28 November 2011 de-
ngan PHO sampai 5 Desember
2011,” kata Kabid Cipta Karya
PU Tolitoli, Nuralam, Rabu (23/
11).

Selain pembangunan drai-
nase, lanjut Nuralam, saat ini
pembangunan kantor PKK de-
ngan pagu Rp300 juta juga men-
dapat SCM satu dengan amande-
men waktu sekitar empat belas
hari. la mengakui, proyek terse-
butbatas pelasanaannya sampai
24 November 2011, namun
progres pekerjaan baru sekitar
90 persen. “Pengajuan amande-
men oleh pelaksana beraksan,
karena pada saat surat perintzh
mulki kerja diterbitkan 27 Juli
2011, kantor itu belum diko-
songkan sehingga mengalami

keterlambatan muli kerja,” jelas
Nuaralam.

Soal keterlambatan sejumlah
proyek di Tolitoli, wakil ketua
Komisi C DPRD Tolitoli, Rahmad
Ali menegaskan, agar pemerin-
tah daerah tidak memberikan
perpanjangan waktu pelaksa-

naan atau amandemen, karenasy-

minimal setiap usulan amande-
men didukung oleh persyaratan
sesuai kepres 54 tahun 2010.
“Kami di DPRD sudah turun la-
pangan pekan kemarin. Banyak
proyek dikhawatirkan menga-
lami keterlambatan. Pemda ha-

rus memberi sangsi kepada
kon-taktor-kontraktor yang
nakal, minimal perusahaannya
di-blacklist,” tegasnya.

Diakuinya, untuk menjaga
penyalahgunaan waktu kontrak
pelaksanaan penyelesaian pe-
kerjaan, dinas terkait semesti-
nya memberikan toleransi per-
panjangan waktu demi menjaga
kualitas pekerjaan.

“Namun perlu diketahui tole-
ransi yang diberikan harus me-
miliki alasan yang kuat minimal
ada CCO karena ini menyangkut
kerugian negara,” tandasnya. Lan




